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BARAT pepatah, anjing 
menggonggong kafilah 
berlalu. Tuntutan sejumlah 
pihak, seperti kalangan 

DPR, lembaga swadaya masya-
rakat, dan 12 organisasi massa 
Islam, yang meminta peme-
rintah me lakukan moratorium 
pengiriman tenaga kerja Indo-
nesia ke luar 
negeri, ternya-
ta  d ianggap 
angin lalu.

Pemerintah 
b e r g e m i n g , 
bahkan sema-
kin memper-
mudah warga 
negara Indone-
sia untuk ber-
bondong-bon-
dong menjadi 
TKI  dengan 
kredit usaha 
rakyat (KUR).

“Diharapkan 
semua perma-
salahan bisa 
ter selesaikan. 
Saat mau berangkat, TKI tak 
perlu dipu sing kan dengan ma-
salah pembiayaan,” kata Presi-
den Susilo Bambang Yudhoyono 
saat penyerahan KUR untuk 
TKI di Gedung Grahadi Sura-
baya, Ja wa Timur, kemarin.

Selama ini, katanya, banyak 
TKI yang harus berutang atau 
menjual tanah untuk proses 
pemberangkatan. Seperti hal-
nya sektor usaha kecil, banyak 
TKI terjerat rentenir. “Banyak 
TKI yang terlilit oleh utang atau 
jual tanah. Kita ingin membe-
baskan semua itu.”

Kepala Negara mengaku ti-
dak bisa melarang warganya 
untuk memilih jenis pekerjaan 
dan lokasi tempat mereka be-
kerja. “Kalau ada yang memilih 
kerja di Malaysia, Emirat Arab, 
itu hak mereka,” ungkapnya.

Di sisi lain, dengan mengutip 
data dari Asosiasi Perusahaan 
Jasa Tenaga Kerja Indonesia 
(Apjati), Menko Perekonomian 
Hatta Rajasa menyebutkan 
remitansi yang dihimpun para 
TKI mencapai US$6,6 miliar 

pada 2009 dan naik menjadi 
US$6,8 miliar pada 2010. “Ini 
telah menjadi devisa negara 
kita. Terima kasih para TKI,” 
tutur Hatta.

Program sia-sia
Meski demikian, program 

KUR untuk TKI dinilai tidak 
sesuai kebutuhan. Pemberian 
KUR tidak akan menyelesaikan 
masalah yang dihadapi dalam 

penyaluran TKI 
ke luar negeri. 
“Penyakitnya 
lain, obatnya 
lain,” ungkap 
pengamat eko-
n   omi  Revr i -
sond Baswir.

M e n u r u t -
nya, pembe-
rian KUR TKI 
tetap akan sia-
sia karena per-
masalahan TKI 
seharusnya di-
selesaikan an-
tarpemerintah. 
I a  m e m i n t a 
pe merintah In-
donesia mem-

buat nota kesepahaman (memo-
randum of understanding/MoU) 
mengenai pengiriman TKI 
se hingga ‘pahlawan devisa’ 
mendapatkan perlindungan. 

“Yang bermasalah kan maji-
kannya. Kondisi ini malah akan 
membuat kredit bermasalah 
(non performing loan/NPL),” 
ujarnya. 

Tak jauh berbeda, Direktur 
Ek sekutif Migrant Care Anis 
Hi  dayah mengatakan program 
tersebut menunjukkan paradig-
ma negara bersifat komoditif. 

“Ini mencerminkan pemerin-
tah  an SBY sangat mengabdi 
pa  da devisa,” katanya, seraya 
me ngatakan program tersebut 
sama dengan melanggengkan 
pe ngiriman TKI ke luar ne-
geri.

Menurut Anis, program 
KUR TKI senilai Rp2 triliun 
sebaiknya dialokasikan untuk 
perlindungan dan rehabilitasi 
pekerja migran, bukan melun-
curkan KUR. (*/AX/X-6)
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Filipina Siap Bungkam Senayan

PENELITIAN terbaru menemukan bahwa bayi yang lahir dari 
rahim ibu yang kerap mengalami depresi diketahui memiliki 
beberapa kelainan saraf dan perilaku. Sebab, depresi di masa 
kehamilan bisa memicu kenaikan hormon stres dan penurunan 
kemampuan otot pada bayi.

Penelitian dilakukan terhadap 154 perempuan hamil berusia 
di atas 20 tahun yang menunjukkan gejala depresi pada usia 
kehamilan 28, 32, 37 minggu, dan pascamelahirkan. Peneliti 
mengambil sampel darah bayi untuk mengukur besaran hor-
mon stres yang mereka miliki. Dua pekan kemudian, dilakukan 
uji neurobehavioral pada bayi untuk mengetahui kemampuan 
motorik dan respons mereka terhadap rangsangan dan stres.

Ketua peneliti dari FK Universitas Michigan Dr Delia M 
Vazquez mengatakan, akibat kondisi tersebut, bayi mudah 
stres dan cenderung suka mengamuk. Selain itu, bayi kesulitan 
mengontrol dan menghentikan stres. (HealthDay/Mps/X-8)

SETIAP pemerintahan yang menyebut dirinya demokratis 
mes tinya berupaya mendengarkan suara rakyatnya. Dari ra-
him rakyat itulah setiap pemerintahan yang demokratis akan 
merasa kukuh berdiri.

Sebab itulah kita tidak bisa memahami sikap pemerintah 
pu sat seperti yang dipertontonkan dua pembantu Presiden, 
yak ni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri 
Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Kedua menteri itu dengan enteng mengatakan pemerintah 
tetap pada posisi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) akan dipilih. Bahkan Patrialis mene-
gaskan pembahasan RUU Keistimewaan DIY tidak ada kaitan 
dengan sikap DPRD DIY.

Padahal, ‘sidang rakyat’ di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada 
Selasa (14/12) dan Sidang Paripurna DPRD DIY pada hari yang 
sama hanya mempunyai satu keputusan, yakni Gubernur dan 
Wakil Gubernur DIY ditetapkan, bukan dipilih.

Pemerintah pusat memang keras kepala. Mengabaikan suara 
rakyat dan juga melecehkan suara DPRD yang merupakan 
representasi rakyat. 

Kepada pemerintah pusat patut kita ingatkan lagi bahwa 
DPR/DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh 
rakyat. Bahkan pada Pemilu 2009, anggota DPR/DPRD diten-
tukan terutama berdasarkan suara terbanyak. 

Karena itu, mengingkari 
ke putusan DPRD DIY sama 
dengan mencampakkan suara 
rakyat Yogyakarta. Ataukah 
pe merintah sedang mengga-
lang opini agar masyarakat 
ti dak memercayai dewan?

Lagi pula, setiap pembahas-
an RUU haruslah melalui 
so sialisasi. Bukankah sebaik-
baik nya perkara ialah kebijak-
an publik diambil setelah 
me lalui perdebatan publik? 
Bu kan suka-suka yang sedang 
berkuasa. 

DPRD DIY melalui semua fraksi--kecuali Partai Demokrat-
-telah menyatakan sikap agar Gubernur dan Wakil Gubernur 
DIY ditetapkan, bukan dipilih. Apakah yang membuat peme-
rintah pusat tidak memercayai DPRD DIY? Apakah pula yang 
membuat pemerintah pusat tidak mau mendengarkan suara 
wakil rakyat itu? Apakah pula pasalnya pemerintah pusat 
mengabaikan suara rakyat yang disampaikan melalui parlemen 
jalanan di Yogyakarta?

Partai-partai di Yogyakarta telah membuat keputusan me-
nye rap aspirasi rakyat. Jika RUU Keistimewaan itu kelak 
diajukan DPR, mestinya sikap partai-partai tersebut pun harus 
tecermin dalam pembahasan RUU itu.

Artinya, bila partai-partai itu konsisten, tinggal Partai De-
mokrat saja yang sendirian menolak Gubernur dan Wakil 
Gubernur DIY ditetapkan.

Publik tentu percaya adanya soliditas partai sehingga apa 
yang menjadi keputusan di daerah merupakan keputusan 
dewan pimpinan pusat partai. 

Publik ingin percaya bahwa tidak ada transaksi dalam pem-
bahasan RUU Keistimewaan DIY. Publik juga mencoba yakin 
bahwa tidak ada barter dalam Sekber Partai Koalisi sehingga 
gampang membuang aspirasi rakyat semata karena mengejar 
kekuasaan.

Pemerintahan yang bijak dan mendengarkan suara rakyat 
pasti menenteramkan. Sebaliknya, pemerintahan yang lalim 
akan dikecam dan dicemooh. 

Apakah Gamawan Fauzi dan Patrialis Akbar sedang memu-
puk kebencian rakyat terhadap pemerintah?

PAUSE

Ibu Hamil Depresi
Ganggu Saraf Bayi
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Suara Rakyat Vs 
Suara Pemerintah
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Apakah Gamawan 
Fauzi dan Patrialis 
Akbar sedang 
memupuk kebencian 
rakyat terhadap 
pemerintah?’’
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FILIPINA berjanji tampil habis-
habisan meski tidak mendapat 
dukungan pemain ke-12 alias 
penonton saat melakoni leg per-
tama semiÞ nal AFF Suzuki Cup 
2010 di Stadion Utama Gelora 
Bung Karno Senayan, Jakarta, 
malam ini.

Sebaliknya, Indonesia akan 
me manfaatkan partai usiran 
la wannya itu dengan mengan-
dalkan strategi menyerang un-
tuk menempatkan satu kaki ke 
laga pamungkas.  

Pelatih the Azkals Simon Mc-
Me nemy sesumbar akan mem-
buat tim besutan Alfred Riedl 
ti dak berkutik. “Kami bakal 
bermain dengan seluruh ke-
kuat an, bahkan 110%. Filipina 
pasti membuat Indonesia tak-
luk,” kata arsitek asal Inggris 
itu di Jakarta, ke marin.

Filipina seharusnya bertindak 
sebagai tuan rumah. Namun, 

mereka tidak memiliki ve nue 
yang layak. Stadion Panaad di 
Kota Ba colod yang mereka aju-
kan di tolak AFF. Christopher 
Greatwich dan kawan-kawan 
pun ha rus rela dua kali tampil 
di Senayan. 

McMenemy sangat kecewa 
dengan keputusan tersebut. 
Na  mun, ia menginstruksikan 
pemainnya tetap berkonsen-
trasi menghadapi Indonesia. 

“Fokus kami saat ini adalah 
mengalahkan Indonesia. Indo-
nesia me rupakan tim bagus. 
Para pe mainnya sangat tang-
guh dan memiliki kemampuan 
individu yang luar biasa.”

Di kubu ‘Merah Putih’, pe la-
tih Riedl mengaku telah menge-
tahui gaya permainan Filipina 
yang lebih banyak bertahan 
dan mengandalkan serangan 
balik. Kekalahan dari Vietnam 
0-2 pada babak penyisihan 

Grup B di Hanoi merupakan 
buah dari kelalaian mereka 
menghadapi strategi itu.

Karena itu, ia tetap yakin 
de ngan pola dan taktik yang 
ba kal diterapkannya. “Besok, 
kami akan tampil menyerang 
untuk menang. Saya berha rap 
Indonesia bisa menang de ngan 
selisih tiga gol,” cetus arsitek 
asal Austria itu. 

Sementara itu, Malaysia ber-
peluang lolos ke babak pa-
mungkas setelah mengalahkan 
juara bertahan Vietnam 2-0 di 
Stadion Nasional Bukit Jalil, 
tadi malam. Dua gol ne ge ri 
jiran itu diborong Mohd Safee 
Mohd Sali menit ke-60 dan 78. 

Untuk ke Þ nal, tim be sutan 
K Rajagopal hanya bu tuh hasil 
imbang atau tidak kalah lebih 
dari satu gol ketika menjalani 
laga kedua di Stadion My Dinh, 
Sabtu (18/12). (Nav/R-3)

Pemerintah 
Langgengkan 
Pengiriman 
TKI
Alih-alih moratorium, pemerintah 
malah membantu biaya proses 
pemberangkatan ‘pahlawan devisa’. 

Faishol Taselan 

HADAPI FILIPINA: Para pemain timnas Indonesia melakukan pemanasan saat latihan akhir jelang semifinal menghadapi Filipina dalam Piala AFF Suzuki Cup 2010 di Stadion Utama 
Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin.

DISKURSUS mengenai RUU 
Kei stimewaan Daerah Isti me wa 
Yogyakarta (DIY) menempat-
kan pemerintah dan masyara-
kat Yogyakarta dalam dua kubu 
yang saling berhadapan. 

Bahkan masyarakat Yogya-
karta menggelar ‘sidang rakyat’ 
dan DPRD DIY menggelar 
si dang paripurna dengan kepu-
tusan bahwa Gubernur dan 
Wa kil Gubernur DIY ditetap-
kan, bukan dipilih.

Sikap pemerintah melalui 
Men dagri Ga ma wan Fauzi 
mem buat Ketua MPR Taufiq 
Kiemas gerah. Tau Þ q menya-
ran kan agar Men dagri diam se-
belum draf RUU Keistimewa an 
DIY diteken Presiden dan dise-
rahkan ke DPR untuk dibahas.

‘’Belum diteken Presiden, 

dia (Mendagri) sudah ngomong. 
Sebaiknya diam dulu,’’ kata 
TauÞ q, kemarin, di Jakarta.

Pada Selasa (14/12) di Pa-
dang, Sumatra Barat, Gamawan 
kembali menegaskan pe merin-
tah tetap pada konsep Guber-
nur Yogyakarta dipilih secara 
de mokratis, tetapi Sultan juga 
mempunyai hak istimewa.

Bagi TauÞ q, pernyataan seper-
ti itu tidak membuat suasana 
menjadi kondusif. Sebaiknya 
RUU tersebut segera diserahkan 
ke DPR dan dibahas secara 
terbuka. “Yang penting diper-
cepat masuk draf ke DPR. Kita 
berdebat di sini (DPR).”

Di Yogyakarta, sebagai wujud 
dukungan terhadap keisti me-
waan DIY sekaligus mengingat-
kan pemerintah pusat agar lebih 

arif mendengarkan aspirasi 
rakyat, mulai kemarin dikibar-
kan bendera merah pu tih, ben-
dera Keraton Yogyakar ta, dan 
bendera Puro Paku Alaman.

Menurut Ketua Semar Sem-
bogo Paguyuban Dukuh Se-
DIY, Sukiman HW, kemarin di 
Yogyakarta, hari pertama pe-
ma sangan bendera dilakukan 
di Sekretariat Semar Sembogo 
Paguyuban Dukuh Se-DIY di 
Stadion Sultan Agung Bantul.

Masyarakat Yogyakarta mera-
sa dilecehkan oleh pernyataan 
para pejabat pemerintah di Ja-
karta. “Ribuan orang datang ke 
halaman DPRD DIY dan DPRD 
juga membuat keputusan yang 
sejalan dengan aspirasi rakyat, 
kok masih tidak digubris,” ujar 
Sukiman. (AU/AT/X-4)

Ketua MPR Minta Mendagri
Berhenti Bicara RUU DIY 
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